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PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR 24 TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2012 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR BANTEN 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, 
perlu ditetapkan rincian lebih lanjut 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2012; 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4010); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah 
diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor  12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4844);  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4574); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4576); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4577); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten 
Tahun 2006 Nomor 48, Seri E); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi 
Banten Tahun 2011 Nomor 7); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah 
Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 5); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2013 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 
6); 

25. Peraturan Gubernur  Banten Nomor 34 Tahun 2011 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi 
Banten Tahun 2011 Nomor 34); 

26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita 
Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 16); 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 

 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri atas : 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah  Rp 2.895.569.551.292,00 

b. Dana Perimbangan   Rp    849.490.704.021,00 

c. lain-lain Pendapatan yang Sah Rp      10.554.076.367,00 

  Jumlah Pendapatan  Rp 3.755.614.331.680,00 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai   Rp   320.486.551.122,00 

2) Belanja Bunga    Rp                            0,00 

3) Belanja Subsidi   Rp                            0,00 

4) Belanja Hibah    Rp   349.780.524.587,00 

5) Belanja Bantuan Sosial  Rp     78.228.746.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil   Rp1.016.068.937.289,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp   316.890.814.931,00 

8) Belanja Tidak Terduga  Rp            66.737.500,00 

9) Belanja Bantuan Pilkada  Rp                            0,00 

        Rp  2.081.522.311.409,00 

b. Belanja langsung 

1) Belanja Pegawai   Rp   129.669.562.762,00 

2) Belanja Barang dan Jasa  Rp   972.617.438.623,00 

3) Belanja Modal    Rp   717.408.802.111,00 

     Rp1.819.695.803.496,00 

Jumlah Belanja   Rp3.901.218.114.905,00 

Surplus/(Defisit)   Rp  (145.603.783.225,00) 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan     Rp  535.848.289.855,00 

b. Pengeluaran    Rp    15.400.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Neto                 Rp  520.448.289.855,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran  

tahun berkenan        Rp     374.844.506.630,00 
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Pasal 2 

1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Banten ini. 

2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 
anggaran. 

3) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 3 

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Gubernur Banten ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Banten. 

 
Ditetapkan di Serang 
pada tanggal  : 11 Oktober 2013 

GUBERNUR BANTEN, 
 

ttd. 
 
 

RATU ATUT CHOSIYAH 
Diundangkan di Serang 

pada tanggal  : 11 Oktober 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI BANTEN, 

 

ttd. 
 

 
M U H A D I 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 24 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
H. SAMSIR, SH. M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19611214 198603 1 008 

 

 


